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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM
ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak-hak masyarakat hukum
adat dan hak masyarakat yang berada dalam kawasan
tertentu, yang menguasai tanah dalam jangka waktu
yang cukup lama perlu diberikan perlindungan dalam
rangka mewujudkan tanah sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;

b. bahwa dengan semakin meluasnya penerapan Hak
Komunal yang terjadi dimasyarakat dan untuk
menghindari terjadinya perbedaan pemahaman maka
perlu mengganti Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015
tentang Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Hak
Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan
Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan



2016, No.568

Mengingat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Hak
Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan

Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang
Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat
Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai



Menetapkan

10.
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Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA
CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak
Komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu
masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas
tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada
dalam Kawasan Tertentu.

Kawasan Tertentu adalah kawasan hutan atau
perkebunan.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang
terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga
bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan
tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
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10.

11.

12.

13.

14.

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan
dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan,
terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan
produksi terbatas, dan hutan produksi tetap

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah, yang selanjutnya disingkat IP4T,
adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah
dengan sistem informasi geografis, sehingga
menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan
tanah oleh pemohon.

Tim IP4T adalah Tim yang melaksanakan kegiatan
pendataan P4T.

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum
bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar
pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban
lain yang membebaninya.

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan
luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang
didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya
bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah
yang memberikan suatu hak atas tanah Negara.
Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses
pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah

berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon
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pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau
terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam
rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara
sporadik.

Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria, dan Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Rumah Susun.

BAB II
POKOK-POKOK KETENTUAN

Pasal 2
Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan
dapat dikukuhkan hak atas tanahnya.
Kelompok masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan
Tertentu yang memenuhi persyaratan dapat diberikan

hak atas tanah.

Pasal 3
Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diberikan dalam bentuk Hak Komunal.
Subjek Hak Komunal dapat diberikan:
a. masyarakat hukum adat; dan
b. masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan

Tertentu:

Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat
berbentuk koperasi, unit atau bagian dari desa, atau
kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi
persyaratan untuk dapat diberikan hak atas tanah
menurut Peraturan Menteri ini.
Proses pemberian Hak Komunal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yang berada dalam kawasan hutan atau

wilayah tertentu dilakukan oleh Tim IP4T.



